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Pendahuluan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam penyusunan
rekomendasi
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran dari
Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kewenangan, tujuan, tanggung
jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan

Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan publik berbasis
bukti belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024, Balitbangda menghasilkan
11 kajian, namun hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah
sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan masih
rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah daerah. Pada dimensi kewenangan, Balitbangda telah
melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Pada dimensi tujuan, lembaga telah berupaya menghasilkan
kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu,
pada dimensi pelaksanaan tugas, proses penyusunan kajian telah dilakukan
melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun,
pada dimensi tanggung jawab masih ditemukan kelemahan, terutama dalam
aspek evaluasi, monitoring, dan pengendalian mutu hasil kajian sehingga
berdampak pada rendahnya implementasi rekomendasi kebijakan. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi, serta peningkatan kualitas hasil
kajian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh perangkat daerah.

Kata Kunci: Peran, Balitbangda, Rekomendasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis
Bukti

Penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi menuntut adanya kebijakan

publik yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis bukti (evidence-based policy).
Kebijakan berbasis bukti menjadi penting karena mampu meningkatkan efektivitas
program pemerintah, meminimalisasi risiko kesalahan kebijakan serta memastikan bahwa
kebijakan yang diambil memiliki landasan ilmiah yang kuat. Tanpa dukungan kajian yang
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memadai, kebijakan publik berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak
yang signifikan untuk Masyarakat (Pratama et al., 2025).

Dalam hal tersebut, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menyediakan data, informasi,
serta rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian. Balitbangda berfungsi sebagai think
tank pemerintah daerah yang menghasilka kajian ilmiah dalam bentuk policy paper untuk
mendukung proses pengambilan keputusan. Proses ini menjadi semakin penting dalam
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif dan berbasis ilmu
penegetahuan (Atika, 2025).

Secara normatif, peran Balitbangda telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentag Riset dan Inovasi Daerah
serta pada Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang tugas dan
fungsi Balitbangda. Dalam regulasi tersebut, Balitbangda tidak hanya bertugas
menghasilkan kajian, tetapi juga melakukan pengkajian kebijakan, evaluasi, serta
diseminasi hasil penelitian kepada perangkat daerah. dengan demikian, Balitbangda
memiliki peran yang komprehensif dalam mendukung siklus kebijakan publik, mulai dari
perumusan hingga evaluasi kebijakan (BETRIS, 2026).

Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan secara optimal.
Berdasarkan data Balitbangda Provinsi Lampung, pada tahun 2024 terdapat 11 kajian yang
dihasilkan, tetapi hana 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi
kebijakan. Rendahnya tingkat pemanfaatan hasil kajian mengindikasikan bahwa proses

evidence-based policy belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu.
Penelitian menunjukkan bahwa lembaga penelitian daerah sering menghadapi kendala
dalam implementasi hasil kajian, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya
koordinasi antar perangkat daerah, serta rendahnya komitmen dalam memnafaatkan hasil
penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada produksi
kajian, tetapi juga pada mekanisme pemanfaatannya dalam kebijakan publik (Indah et al.,

2024).

Selain itu, fenomena kebijakan yang tidak berbasis riset juga masih terjadi secara
luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa kebijakan publik di Indonesia
masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh analisis yang komprehensif.
Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya peran lembaga penelitian dalam memastikan
bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar baerbasis pada data dan kajian ilmiah
(Muryanto & Djaja, 2025).
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara
mendalam bagaimana peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan
pemerintah daerah. penelitian ini difokuskan pada analisis peran Balitbangda Provinsi
Lampung dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mencakup empat
dimensi, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas (Alivah, 2026).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran
Balitbangda dalam penusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, serta
mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis
dalam penguatan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara
mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Balitbangda dalam penyusunan
rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
menggali informasi secara mendalam terutama mengenai proses, dinamika, serta kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut (Amelia, 2023).

Lokasi penelitian dilakukan di Balitbangda Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa Balitbangda merupakan lembaga yang memiliki
peran utama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah serta penyusunan
rekomendasi kebijakan berbasis riset.

Fokus penelitian ini adalah peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi
kebijakan pemerintah daerah yang dianalisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto.
Fokus tersebut dibagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung
jawab, dan pelaksanaan tugas. Keempat dimensi ini digunakan sebagai kerangka analisis
untuk melihat sejauh mana Balitbangda menjalankan perannya secara optimal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara
mendalam dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen
resmi, laporan kinerja, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan Balitbangda dan
kebijakan daerah (Warahmah & Jailani, 2023).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan
informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan penelitian. Informan
dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Balitbangda, khususnya yang terlibat dalam
proses penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan, serta pihak terkait lainnya yang
memiliki pemahaman terhadap peran Balitbangda (Alkat, 2026).
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam
mengenai pengalaman dan pandangan informan. Observasi dilakukan untuk melihat
secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi
digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, seperti laporan kajian, policy
paper, serta data kinerja Balitbangda (Alhamid & Anufia, 2019).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga
tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan secara sistematis (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi,
yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.
Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipastikan valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi Kewenangan

Tabel 1.
Hasil Observasi Dimensi Kewenangan Balitbangda Provinsi Lampung
Varlabel. Informan Hasil Observasi Temuan Penelitian
Observasi
Landasan Kepala Balitbangda menjalankan tugas Regulasi memberikan
hukam Balitbangda, berdasarkan Perda No. 6 Tahun legitimasi kuat dalam
Kelembagaan Sekretaris 2021, Pergub No. 3 Tahun 2023, pelaksanaan riset dan
8 Balitbangda dan Pergub No. 59 Tahun 2021 inovasi daerah
. Kepala Bidang Terdapat pembagian tugas sesuai Struktur organisasi
Pembagian . o . . .
Litbang, Peneliti tupoksi pada setiap bidang dan mendukung pelaksanaan
kewenangan . . . . .
Ahli subbidang penelitian secara sistematis
Kewenangan telah
dijalank
Implementasi OPD terkait dan  Policy paper disusun berdasarkan jatankan secara
. . operasional namun belum
kewenangan Tim Peneliti kebutuhan perangkat daerah . . .
optimal dalam implementasi
hasil
Pemanfaatan hasil riset
Hambatan Belum terdapat aturan wajib masih rendah karena tidak
. Perangkat Daerah ) .. .
regulatif penggunaan hasil kajian adanya regulasi yang
mengikat
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Balitbangda Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki
landasan hukum dan legitimasi kelembagaan yang kuat dalam menjalankan perannya
sebagai institusi penelitian dan pengembangan daerah. Kewenangan tersebut secara yuridis
diatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, Pergub Nomor
3 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana, serta Pergub Nomor 59 Tahun 2021 yang secara
rinci mengatur struktur, tugas, dan fungsi Balitbangda. Regulasi tersebut tidak hanya
memberikan legitimasi formal, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi setiap bidang
dalam melaksanakan kegiatan riset, pengembangan, serta penyusunan rekomendasi
kebijakan. Secara kelembagaan, posisi Balitbangda sebagai unsur pendukung gubernur
memperkuat perannya dalam menghasilkan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah,
dengan pembagian kewenangan yang terstruktur antarbidang sesuai tupoksi masing-
masing. Selain itu, integrasi antara regulasi, Renstra, dan RPJMD menunjukkan adanya
keselarasan antara dasar hukum dan arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun
demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek regulatif, khususnya belum adanya
aturan yang mewajibkan perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil riset, sehingga
optimalisasi peran Balitbangda dalam mempengaruhi kebijakan belum sepenuhnya
tercapai.

Sementara itu, pada aspek implementasi kebijakan, kewenangan Balitbangda telah
dijalankan melalui mekanisme kerja yang sistematis dan terarah, mulai dari perencanaan,
pembagian tugas, hingga penyusunan output berupa policy paper sebagai rekomendasi
kebijakan. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja tahunan, SOP, serta
perjanjian kinerja yang memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawabnya,
dengan pola kerja yang bersifat kolaboratif antarbidang dan didukung pembagian
kewenangan yang proporsional hingga tingkat subbidang. Dari sisi teknis, hasil penelitian
yang dihasilkan oleh peneliti dengan kepakaran masing-masing telah memenuhi standar
validitas dan reliabilitas, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Namun,
dalam praktiknya, implementasi hasil kajian masih menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi, serta tidak adanya kewajiban formal
bagi perangkat daerah untuk menerapkan hasil penelitian. Akibatnya, meskipun hasil
kajian telah disusun sesuai kebutuhan dan melibatkan perangkat daerah dalam prosesnya,
pemanfaatannya belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
pada aspek tindak lanjut melalui peningkatan koordinasi, monitoring, serta komitmen
antarinstansi sehingga hasil penelitian Balitbangda dapat lebih efektif dalam mendukung
pembangunan daerah.
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Dimensi Tujuan

Tabel 2.
Hasil Observasi Dimensi Tujuan Balitbangda Provinsi Lampung
Variabel
ariabe ] Informan Hasil Observasi Temuan Penelitian
Observasi
Keselarasan Kepala Program penelitian Penelitian telah diarahkan
dengan visi-misi Balitbangda, mengacu pada RPJMD, mendukung prioritas
daerah Kepala Bidang Renstra, dan Renja pembangunan daerah
Relevansi hasil OPD pengguna Kajian dinilai sesuai Hasil penelitian relevan dengan
kajian hasil kajian kebutuhan daerah isu strategis daerah
Kinerja administratif t i
Pencapaian target Sekretariat dan Target policy paper tercapai I:;EE? inn'zlrlrljaf leniﬁizzil
kinerja Tim Evaluasi sesuai IKU pun P
menurun
Efisiensi anggaran Keterbatasan anggaran
Kendala - I T
. . Peneliti dan OPD mengurangi jumlah mempengaruhi optimalisasi
pencapaian tujuan . . S
penelitian capaian kinerja

Berdasarkan hasil penelitian untuk dimensi tujuan menunjukkan bahwa peran
Balitbangda Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi
juga pada pencapaian arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah. Dalam
indikator keselarasan dengan visi-misi, seluruh program dan kegiatan Balitbangda telah
dirancang mengacu pada RPJMD sebagai turunan dari visi-misi gubernur, yang kemudian
dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan RKA. Proses
penyusunan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, konsultasi,
hingga persetujuan pimpinan, sehingga setiap penelitian yang dilakukan memiliki
keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Meskipun ruang lingkup
kajian Balitbangda cukup luas dan mencakup berbagai sektor, seluruh aktivitas tetap
diarahkan untuk mendukung misi pembangunan, termasuk isu-isu strategis seperti
pembangunan kota baru, swasembada garam, dan program prioritas lainnya. Dari sisi
perangkat daerah, hasil kajian Balitbangda juga dinilai telah selaras dengan kebutuhan dan
arah kebijakan pemerintah, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi kendala,
terutama pada aspek pendanaan. Dengan demikian, keselarasan antara hasil kajian dan
visi-misi daerah dapat dikatakan telah terintegrasi secara baik dalam sistem perencanaan
pembangunan.

Sedangkan pada indikator pencapaian kinerja, Balitbangda secara administratif telah
mampu memenuhi target yang ditetapkan, khususnya dalam menghasilkan policy paper
sebagai output utama penelitian. Capaian kinerja diukur melalui indikator kinerja utama
yang mencakup jumlah kajian, tingkat diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian, serta
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kontribusi terhadap indeks inovasi daerah, dengan mekanisme evaluasi berkala melalui
laporan tahunan dan triwulanan. Namun, realisasi capaian tersebut sangat dipengaruhi
oleh kondisi anggaran daerah, di mana kebijakan efisiensi berdampak pada penurunan
jumlah penelitian yang dapat dilakukan. Selain itu, meskipun policy paper berhasil disusun
dan disampaikan kepada perangkat daerah, pemanfaatannya masih belum optimal karena
belum adanya kewajiban implementasi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sinergi
antarinstansi.

Dimensi Pelaksanaan Tugas

Tabel 3.
Hasil Observasi Dimensi Pelaksanaan Tugas Balitbangda Provinsi Lampung
Variabel Informan Hasil Observasi Temuan Penelitian
Observasi
Tahapan Peneliti Ahli, Penelitian dilaksanakan melalui Pelaksanaan kegiatan telah
pelaksanaan Kepala Bidang KAK, FGD, analisis data, dan mengikuti prosedur
penelitian policy paper metodologis
Keterlibatan OPD, Perguruan tinggi dan OPD Kolaborasi meningkatkan
stakeholder Akademisi dilibatkan sejak awal penelitian kualitas dan relevansi kajian
Koordinasi lintas Tim Peneliti Koordinasi dilakukan melalui Koordinasi berjalan baik
sektor dan OPD surat resmi dan FGD namun bergantung pada
dukungan anggaran
Kendala Peneliti dan Keterbatasan SDM dan anggaran Pelaksanaan tugas belum
pelaksanaan Sekretariat mempengaruhi jumlah optimal secara kuantitas
tugas penelitian

Dimensi pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung
telah merealisasikan perannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Pada indikator pelaksanaan kegiatan,
seluruh proses riset dimulai dari perencanaan berbasis RPJMD yang kemudian diturunkan
ke dalam Renstra, Renja, hingga dokumen anggaran, dilanjutkan dengan penyusunan
Kerangka Acuan Kerja (KAK), pelaksanaan penelitian melalui tahapan metodologis seperti
FGD, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan dan policy paper sebagai
output akhir. Dalam pelaksanaannya, Balitbangda juga melibatkan perguruan tinggi atau
pihak ketiga untuk memastikan kualitas kajian, serta mengikutsertakan perangkat daerah
sejak tahap awal hingga publikasi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan
telah berjalan sesuai prosedur dan berorientasi pada kebutuhan daerah. Meskipun
demikian, pelaksanaan kegiatan masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan
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sumber daya manusia, sehingga jumlah dan cakupan penelitian yang dilakukan setiap
tahunnya belum sepenuhnya optimal.

Kemudian pada indikator koordinasi dan kolaborasi, Balitbangda telah membangun
kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti
perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Koordinasi dilakukan melalui
mekanisme formal seperti surat menyurat serta forum diskusi (FGD) yang melibatkan
stakeholder dalam setiap tahapan penelitian, sedangkan kolaborasi dengan akademisi
didukung melalui MoU dan kontrak kerja sama yang jelas. Keterlibatan berbagai pihak ini
tidak hanya memperkaya data dan perspektif dalam penelitian, tetapi juga meningkatkan
relevansi dan kualitas hasil kajian. Selain itu, kerja sama lintas institusi memungkinkan
penguatan kapasitas peneliti melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian. Namun,
efektivitas koordinasi dan kolaborasi tersebut masih sangat bergantung pada ketersediaan
anggaran serta komitmen masing-masing pihak. Oleh karena itu, penguatan jejaring kerja
dan sinergi lintas sektor menjadi penting untuk pelaksanaan tugas Balitbangda semakin
optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset.

Dimensi Tanggung Jawab

Table 4.
Dimensi Tanggung Jawab
Variabel Observasi Informan Hasil Observasi Temuan Penelitian
Akuntabilitas Kepala Hasil penelitian Terdapat mekanisme
pelaksanaan Balitbangda, dipublikasikan melalui akuntabilitas dalam
penelitian Peneliti website dan laporan resmi pelaksanaan penelitian
Sistem pelaporan Sekretariat dan ~ Tersedia laporan awal, antara, Pengawasan internal
kegiatan Peneliti dan akhir penelitian berjalan secara administratif
Monitoring Tidak terdapat monitoring . .
implementasi hasil OPD dan pasca penelitian yang Evaluasi pemantaatan hasil
. Balitbangda , . kajian masih lemah
riset sistematis
Tindak lanjut Perangkat Implementasi hasil kajian Balitbangda belum memiliki
rekomendasi Daerah bergantung pada keputusan kewenangan evaluatif yang
kebijakan OPD kuat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung telah berupaya
menjalankan perannya secara akuntabel melalui mekanisme yang terstruktur, baik pada
tingkat kelembagaan maupun individu. Pada indikator akuntabilitas pelaksanaan peran,
tanggung jawab diwujudkan melalui publikasi hasil penelitian di website resmi,
penyusunan laporan kegiatan dan laporan akhir, serta penyampaian policy paper kepada
pimpinan dan perangkat daerah sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Selain itu, proses
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pelaporan dilakukan secara bertahap mulai dari laporan awal, antara, hingga akhir yang
menunjukkan adanya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan
penelitian. Akuntabilitas juga diperkuat melalui standar kinerja individu peneliti yang
harus memenuhi ketentuan profesional tertentu.

Sementara itu, pada indikator evaluasi dan tindak lanjut, Balitbangda masih
menghadapi keterbatasan dalam memantau pemanfaatan hasil riset secara menyeluruh.
Proses evaluasi yang dilakukan saat ini cenderung bersifat parsial, yaitu melalui forum
diskusi (FGD) selama penelitian berlangsung dan laporan administratif, tanpa adanya
mekanisme pasca-penelitian yang sistematis untuk mengukur tingkat implementasi hasil
kajian. Selain itu, keterbatasan kewenangan serta belum adanya regulasi yang mengatur
secara jelas peran Balitbangda dalam evaluasi kebijakan menyebabkan lembaga ini hanya
berfungsi sebagai penyedia rekomendasi, sementara tindak lanjut sepenuhnya bergantung
pada keputusan pimpinan dan perangkat daerah. Akibatnya, banyak hasil kajian yang
belum diimplementasikan secara optimal, meskipun secara substansi dinilai relevan dan
bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi dan tindak lanjut
melalui pembangunan instrumen monitoring, peningkatan koordinasi, serta kejelasan
regulasi sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar
memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah (Alkat, 2026).

Dimensi Kewenangan

Berdasarkan wawancara, dokumen, serta observasi Balitbangda Provinsi Lampung
menunjukkan bahwa lembaga ini telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui
Pergub Nomor 59 Tahun 2021 serta Perda Nomor 6 Tahun 2021 yang diturunkan ke Pergub
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Riset dan Inovasi Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar
pembagian tugas dan fungsi antarbidang dalam struktur organisasi Balitbangda, seperti
Bidang IPTEK, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Bidang Ekonomi dan Kerja
Sama. Setiap bidang memiliki kewenangan spesifik yang tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga substantif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga koordinasi kegiatan
penelitian yang mendukung pembangunan daerah (Alkat, 2026).

Secara operasional, kewenangan tersebut dijalankan melalui dokumen perencanaan
seperti Renstra dan Renja yang menjadi pedoman dalam menyusun program, indikator
kinerja, serta alokasi anggaran dalam DPA. Balitbangda juga memiliki otoritas teknis dalam
menentukan arah riset, mulai dari penyusunan KAK, penentuan tema dan metode
penelitian, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra riset. Struktur organisasi
yang berlapis, dari Kepala Badan hingga jabatan fungsional, menunjukkan bahwa
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kewenangan bersifat integratif dan saling terhubung antarbidang untuk menghasilkan
kajian yang relevan dan komprehensif (Intan Dwi, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Fitrianto et al., 2024) yang menegaskan
bahwa pembagian kewenangan yang jelas dalam lembaga penelitian daerah dapat
meningkatkan efektivitas tata kelola riset dan inovasi. Balitbangda tidak hanya berperan
secara administratif, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan (knowledge center) yang
mendukung perumusan kebijakan berbasis riset. Dengan demikian, pelaksanaan
kewenangan di Balitbangda Provinsi Lampung dapat dikatakan telah berjalan baik,
meskipun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, konsistensi lintas
bidang, serta sinergi dengan perangkat daerah agar hasil penelitian lebih optimal dalam
mendukung kebijakan pembangunan.

Dimensi Tujuan

Penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan Balitbangda Provinsi Lampung
telah disusun selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD
Provinsi Lampung 2025-2029. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan
Renstra dan Renja tahunan, sehingga setiap kegiatan riset memiliki keterkaitan langsung
dengan visi dan misi Gubernur, khususnya misi ke-1 (ekonomi inklusif, mandiri, dan
inovatif) serta misi ke-3 (kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan,
dan tata kelola pemerintahan yang efektif). Keselarasan ini tercermin dalam penentuan
tema penelitian, seperti kajian pengelolaan sampah perkotaan dan produktivitas padilahan
rawa pada tahun 2025, yang mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain itu,
Balitbangda juga menerapkan mekanisme tagging misi RPJMD pada setiap kegiatan untuk
memastikan kontribusi riset terhadap pembangunan daerah (Syafrizal et al., 2018).

Peran Balitbangda dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based
planning) terlihat dari keterkaitan erat antara hasil kajian dengan kebutuhan kebijakan
daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ramadhani & Sudibyo, n.d.) Ramadhani &
Sudibyo (2024) yang menegaskan bahwa kebijakan berbasis riset menghasilkan keputusan
yang lebih tepat sasaran. Dari sisi kinerja, Balitbangda menargetkan minimal delapan policy
paper setiap tahun, meskipun realisasinya bergantung pada kondisi anggaran. Pada tahun
2025, jumlah riset yang dilaksanakan berkurang menjadi tiga, dengan tambahan lima policy
paper dari MPRD, namun tetap dinilai memenuhi indikator kinerja karena adanya
penyesuaian terhadap efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, tujuan kelembagaan Balitbangda telah tercapai dalam hal
keselarasan perencanaan dan pelaksanaan riset dengan arah pembangunan daerah.
Fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan sumber daya juga menunjukkan kemampuan
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adaptasi organisasi yang baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam
pemanfaatan hasil kajian oleh perangkat daerah sehingga dampak kebijakan yang
dihasilkan dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan benar-benar mendukung pembangunan
berbasis riset di Provinsi Lampung.

Dimensi Tanggung Jawab
Pada dimensi ini Balitbangda Provinsi Lampung telah berupaya menjalankan prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan riset. Hal ini terlihat dari mekanisme
pelaporan yang sistematis, mulai dari laporan awal, laporan antara, hingga laporan akhir
yang disertai policy brief atau policy paper sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
pimpinan dan perangkat daerah. Selain itu, hasil penelitian juga dipublikasikan melalui
website resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Proses evaluasi
dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) di setiap tahapan penelitian dengan
melibatkan akademisi, perangkat daerah, dan stakeholder terkait, sehingga terdapat ruang
partisipatif dalam penyempurnaan hasil kajian (Susanti, 2023).

Namun demikian, dalam aspek evaluasi dan tindak lanjut, masih terdapat
keterbatasan. Balitbangda belum memiliki instrumen khusus untuk memantau sejauh mana
hasil kajian diimplementasikan oleh perangkat daerah. Meskipun telah dibentuk Tim
Pengendali Mutu sebagai bagian dari pengawasan kualitas penelitian, pelaksanaannya
belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan masih dalam tahap penyesuaian
kelembagaan. Akibatnya, pengendalian mutu masih dilakukan secara informal dan belum
sepenuhnya menjamin konsistensi kualitas hasil kajian. Selain itu, implementasi hasil riset
juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,
sehingga beberapa kajian belum dapat direalisasikan secara maksimal (Atika, 2025).

Secara keseluruhan, Balitbangda telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip good
governance melalui pelaporan yang berjenjang, keterbukaan informasi, serta pelibatan
stakeholder dalam proses evaluasi. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam sistem
evaluasi dan tindak lanjut, upaya yang dilakukan telah mencerminkan tanggung jawab
kelembagaan yang cukup baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme
monitoring dan evaluasi serta dukungan anggaran yang memadai agar hasil riset tidak
hanya berhenti pada dokumen, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kebijakan

dan pembangunan daerah.
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Dimensi Pelaksanaan Tugas

Dimensi pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung
telah menjalankan perannya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan melalui
kegiatan riset yang terencana dan sistematis. Setiap kegiatan diawali dengan perencanaan
dalam dokumen Renstra dan Renja, yang kemudian diturunkan dalam KAK sebagai
pedoman pelaksanaan. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari
pengumpulan data, pelaksanaan FGD pada setiap tahap, hingga penyusunan policy brief
atau policy paper sebagai hasil akhir yang digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan
bagi perangkat daerah (Dwi, 2025).

Pelaksanaan riset dilakukan baik secara swakelola oleh peneliti internal maupun
melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian,
guna memastikan kualitas dan kedalaman kajian. Selain itu, Balitbangda juga aktif
melakukan koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal antarbidang untuk menghindari
tumpang tindih kajian, maupun secara eksternal dengan instansi seperti Universitas
Lampung, ITERA, dan BRIN melalui mekanisme MoU. Koordinasi dengan perangkat
daerah juga dilakukan melalui surat resmi dan FGD, sehingga penelitian yang dilakukan
relevan dengan kebutuhan kebijakan di lapangan (Fitrianto et al., 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Balitbangda telah berjalan dengan baik dan
mencerminkan pola kerja yang kolaboratif serta berbasis perencanaan. Hal ini sejalan
dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi
antarinstansi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Meskipun masih terdapat kendala
seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, Balitbangda tetap menunjukkan
komitmen dalam menjaga kesinambungan riset dan memperkuat jejaring kerja, sehingga
mampu mendukung pembangunan daerah berbasis inovasi dan penelitian.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Balitbangda Provinsi
Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perangkat daerah telah berjalan
cukup baik. Hal ini terlihat dari analisis berdasarkan empat dimensi peran menurut
Soerjono Soekanto, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas.
Secara umum, Balitbangda telah mampu menjalankan sebagian besar dimensinya secara
optimal, khususnya pada dimensi kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas.
Balitbangda telah bekerja sesuai dengan dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas,
serta mampu menyelaraskan kegiatan riset dengan visi, misi, dan dokumen perencanaan
daerah seperti RPJMD dan Renstra. Selain itu, pelaksanaan riset juga dilakukan secara
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kolaboratif dengan perguruan tinggi dan OPD, sehingga mendukung kualitas hasil kajian
yang dihasilkan.

Namun demikian, pada dimensi tanggung jawab masih terdapat kelemahan,
terutama dalam aspek evaluasi dan pengendalian mutu hasil riset. Meskipun prinsip
akuntabilitas telah diterapkan melalui pelaporan kegiatan dan penyusunan policy brief,
implementasi pengawasan mutu belum berjalan optimal. Tim Pengendali Mutu yang telah
dibentuk belum berfungsi secara maksimal, sehingga evaluasi masih bersifat internal dan
belum terstruktur secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme
pengendalian mutu melalui penyusunan SOP yang jelas, pelaksanaan evaluasi pascakajian
secara berkala, serta pengaktifan Tim Pengendali Mutu secara fungsional. Selain itu,
Balitbangda perlu memperkuat perannya sebagai lembaga satu pintu (one gate policy) dalam
pengelolaan riset daerah sehingga tidak terjadi duplikasi kajian dan hasil penelitian dapat
lebih terintegrasi, efisien, serta memiliki peluang implementasi yang lebih tinggi dalam
mendukung kebijakan pembangunan daerah.
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